BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara  Penyelenggaraan  Pemilihan Sangadi  telah

ditetapkan Tata Cara Pemilihan Sangadi di Kabupaten



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENY ELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang: a. bghwa berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten

Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara  Penyelenggaraan Pemilihan  Sangadi  telah

ditetapkan Tata Cara Pemilihan Sangadi di Kabupaten
Bolaang Mongondow; '

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratiiran
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan
Sangadi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);
)



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157},

)



Menetapkan :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1221);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pemilihan Sangadi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1} Pemilihan Sangadi secara bergelombang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Sangadi di

Daerah;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau



C.

ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah

yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Sangadi.

(2) Pemilihan Sangadi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu

6 {enam) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Sangadi

secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

{2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

4. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua

tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Sangadi
terhadap panitia pemilihan Sangadi tingkat Desa;

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara

h.

serta perlengkapan pemilihan lainnya;

menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Sangadi
tingkat kabupaten;

melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Sangadi dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf

¢, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa

yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 27 huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Y



Pasal 27

Calon Sangadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

Warga Negara Republik Indonesia;
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
Tungal Ika;

. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sederajat;

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

Besedia dicalonkan menjadi Sangadi,

Bersedia tidak menggundurkan diri dari bakal calon dan atau

calon sangadi;

. Dihapus.

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kerena melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

Kesehatan dari Puskesmas setempat; dan

m. Tidak pernah sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

4, Ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73

(1) Pendaftaran bakal calon sangadi dilaksanakan oleh panitia pemilihan
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

(2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

=



a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
Tungal Ika;

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama
atau sederajat;

€. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendalftar;

f.  Besedia dicalonkan menjadi Sangadi;

g Bersedia tidak mengundurkan diri dari bakal calon dan atau calon
sangadi;

h. dihapus;

i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

J. Tidak pernah dijatuhi lhukuman pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kerena melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Puskesmas/Rumah Sakit; dan

m. Tidak pernah sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

(4) Penetapan bakal calon sangadi antar waktu oleh panitia pemilihan
sangadi paling sedikit 2 (dua} orang calon dan paling banyak 3 (tiga)
orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah
desa.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2.9 Juii 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /

i

yY TI SQEPREDJO MOKOAGOW
Diundangkan di Lolak

pada tanggal 20 Ju\ 2019

Q&MS&GALLANGﬁ

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ( 4 /2019) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR.4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow
telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi. Peraturan Daerah tersebut mengacu
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraiuran
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor
128/PUU-X111/2015, ketentuan Pasal 33 huruf ‘g Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negers
Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk
menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu
mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2019 NOMOR...



